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Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Selamat pagi; 
Salam sejahtera bagi kita semua.

· Yang saya hormati, Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. A.H. Rofi’uddin, M.Pd. beserta jajarannya;

· Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;

· Kepala Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang;
· Para guru besar, para dosen, mahasiswa, dan seluruh civitas akademika Universitas Negeri Malang;

· Para pejabat sipil, TNI, dan Polri;
· Para ulama, tokoh masyarakat, guru;
· Tamu undangan, dan

· Hadirin peserta seminar yang berbahagia dan sangat saya banggakan.
Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhana wa Ta’ala, sehingga kita semua bisa bertemu dalam keadaan baik, sehat wal afiat, tak kurang suatu apapun.
Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Negeri Malang atas undangan kepada saya untuk hadir memberikan ceramah kunci dalam seminar nasional ini.

Saya memahami, seminar nasional ini diselenggarakan berangkat dari kegelisahan dan kerisauan kita akan fakta problema kebangsaan yang kita jumpai belakangan ini. Itu semua pada akhirnya memantik kesadaran kolektif kita untuk meneguhkan kembali semangat keindonesiaan kita, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirin yang saya hormati, 
Kita prihatin menyaksikan kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Betapa bangsa ini sedang mengalami persoalan serius di hampir semua aspek kehidupan. Kondisi ini dapat dirasakan dan terlihat jelas. Kesantunan, toleransi, dan ”tepa selira” yang selama ini dipahami sebagai karakter orisinil bangsa seolah-olah terpinggir dari kehidupan kita. Semangat kebangsaan makin tergerus. Nilai-nilai budaya yang luhur, mulia, dan adiluhung, seolah ternafikkan.
Dalam pandangan saya, persoalan sosial terbesar yang sedang dialami bangsa ini ialah kohesi sosial yang menjadi pengikat bangsa Indonesia semakin melemah. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh ikatan-ikatan promordialisme yang meningkat dan diperparah dengan adanya kesenjangan sosial-ekonomi dan diskriminasi serta ketidakadilan yang memicu terjadinya konflik sektorial maupun konflik horizontal. Keberagaman yang selama ini dibanggakan sebagai berkah bagi bangsa, kini dipahami sebaliknya, menjadi ancaman bangsa. Yang terjadi adalah surplus kebebasan, namun defisit tanggungjawab dan keadilan.

Hadirin yang saya muliakan,

Perbedaan merupakan fakta permanen bangsa yang tak bisa dipungkiri. Dan sejarah Indonesia merupakan sejarah terbesar kesediaan kita untuk memahami dan menerima kebhinnekaan. Pluralitas itulah titik pijak pendirian negara Indonesia merdeka. Para pendiri negara mulanya memiliki gagasan beragam tentang corak kebangsaan. Namun, pertarungan gagasan itu mencapai titik temu oleh kesediaan saling menghormati dan menghargai kelompok lain yang berbeda. 
Di Panitia 9 BPUPKI yang merancang Pembukaan UUD 1945, perbedaan berakhir pada konsensus yang memenangkan semua pihak. Hal itu kemudian dituangkan dalam Alinea III Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. 
Titik temu tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan juga negara agama. Atau, dalam khasanah ilmu, Indonesia disebut sebagai religious-nation state.  Itulah jalan tengah terbaik. 
Saudara-saudara, hadirin yang saya muliakan,

Jika kita cermati, dalam dasar negara Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pluralisme merupakan salah satu landasan utamanya. 
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan karakter Indonesia sebagai religious nation state. Dalam bacaan hirarkis piramidal, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus senantiasa dikaitkan dengan sila-sila lain yang intinya merupakan penghargaan atas fitrah manusia yang berketuhanan. Di sini, Pancasila memberikan garis arahan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius, bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Artinya, seluruh pemikiran, tindakan, dan perilaku, baik penyelenggara negara maupun warga negara, sudah semestinya senantiasa dipancari oleh sinar ketuhanan. Inilah anutan teo-nomokrasi Indonesia.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh perlakuan yang adil dan beradab. Sementara dalam makna luas, bangsa ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa boleh didiskriminasi. 
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menggambarkan bahwa bangsa ini adalah satu kesatuan yang dilandasi adanya kesadaran serta penghormatan atas perbedaan dan keragaman latar belakang. Sebab dari awal sudah dipahami bahwa keberagaman itulah yang menyokong penuh berdirinya negara ini. 
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, adalah karakter dan nilai khas bangsa ini yakni kebersamaan dan mengedepankan musyawarah dalam menentukan sesuatu demi kepentingan bersama. 
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi ujung harapan dari sila-sila Pancasila. Aspirasi keadilan sosial mendominasi UUD 1945. 
Apa makna dari semua itu? Dalam pandangan saya, penghormatan terhadap perbedaan mendapat tempat istimewa UUD 1945. Secara eksplisit hal itu dinyatakan melalui frasa-frasa dalam UUD 1945. Misalnya kita menjumpainya dalam frasa ...negara ”mengakui”, ”memelihara”, ”menghormati”, ”menjamin”, dan memberikan ”perlindungan” terhadap keberagaman bangsa Indonesia. 
Hal tersebut dapat dijumpai pada Pasal 18, Pasal 28, dan Pasal 29 UUD 1945. Dalam Pasal 18 terdapat pengakuan, penghormatan sekaligus perhatian mengenai adanya kekhususan dan keberagaman daerah di Indonesia. Jaminan pengaturan yang adil atas hubungan keuangan, pemanfaatan sumber adaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah terdapat pada Pasal 18A Ayat (2). Sementara pengakuan atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa termuat pada Pasal 18B Ayat (1). Selain itu, pengakuan atas masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya yang masih hidup dicantumkan dengan jelas pada Pasal 18B Ayat (2) termasuk juga pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. 

Frasa “Setiap orang” sebagaimana yang terdapat pada pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa perlu mempertimbangkan perbedaan apa dan darimana latar belakangnya. Pasal 28E Ayat (1) misalnya menyebutkan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…..”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan kebebasan tersebut kepada setiap orang tanpa kecuali. 
Begitu juga, di Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah jelas dan terang benderang. Jaminan negara terhadap kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya merupakan bukti bahwa UUD 1945 menerima, mengakui, sekaligus menganut gagasan penghormatan atas keberagaman. 

Hadirin yang saya muliakan,
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, semua warga negara Indonesia dengan segala identitas kultural, suku, jenis, kelamin, dan agama wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Jika masih ada sekelompok orang dengan pikiran dan sikap menolak menghormati keberagaman, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mengesankan 3 (tiga) hal negatif. 
Pertama, dari sudut pandang prinsip kebangsaan, penolakan terhadap keberagaman sama artinya dengan pengingkaran terhadap prinsip Bhineka Tunggal Ika. Artinya pula, mereka kurang memahami Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus adanya toleransi para pendiri negara. 
Kedua, dari perspektif demokrasi dan konstitusi, menolak pluralisme berarti kurang paham pula hakikat keberadaan negara dengan segenap kondisi-kondisi demokrasi sekarang ini. Gagasan demokrasi jelas mengusung konsepsi pluralisme di mana hak-hak dan kebebasan warga negara dilindungi oleh UUD 1945. 
Ketiga, menolak perbedaan mencerminkan lemahnya visi kebangsaan yang hanya menghambat jalan bangsa mencapai cita-cita demokrasi yang dikehendaki UUD 1945. 


Di sinilah kiranya perlu diteguhkan kembali dalam diri kita semua, bangsa ini lahir dan dikonstruksi dari pengirmatan atas perbedaan yang berhasil rekat atas dasar kesamaan visi dan tujuan. Itu sebabnya, sejarah bangsa ini, dan juga sejarah kelahiran Pancasila, adalah sejarah pluralisme Indonesia itu sendiri. Di sini pula pentingnya kita melihat Pancasila mampu merekatkan kebhinnekaan Indonesia menjadi kekuatan bangsa. 

Oleh karena itu, dalam membangun bangsa ini ke depan, kita ini harus terlebih dulu memahami bahwa Pancasila dan UUD 1945 memosisikan perbedaan sebagai fitrah. Kita ini hidup bernegara dalam kebhinekaan namun dalam kesatuan. Penghormatan terhadap keberagaman menjadi prasyarat menciptakan hidup yang nyaman berdampingan dalam suasana perbedaan. Hal ini dapat terwujud ketika hak asasi setiap warga negara dipenuhi dan terbebas dari diskriminasi dan tindakan intoleran. 

Pancasila, dengan lima silanya, adalah suatu introduksi fenomenal dalam sejarah peradaban manusia, bagaimana suatu bangsa itu membangun kerukunan, keserasian, keharmonisan, keadilan dan kesejahteraan sebagai sesama warga bangsa. Pancasila merupakan konsep ideal untuk menciptakan kerukunan warga bangsa. Harus diakui bahwa Pancasila sungguh telah menjadi as a model of living togetherness bagi masyarakat Indonesia. 

Atas dasar itu, diperlukan langkah dan gerakan strategis untuk pertama, memahami kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka yang khas Indonesia dan mengandung pemikiran visioner dan antisipatif bagi persoalan bangsa. Kedua, memulihkan kembali kesadaran bahwa Pancasila memberikan tuntunan bagaimana keberagaman dikompromikan, termasuk memberikan panduan bagi pembentukan dan penegakan hukum di tengah realitas keberagaman. Ketiga, perlunya gerakan terstruktur dan massif untuk menumbuhkembangkan dan menginternalisasi semangat toleransi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hadirin yang saya hormati,
Jika dikaitkan dengan konteks kita berhukum, maka Pancasila merupakan cita hukum kita. Pancasila menjadi bingkai bagi sistem hukum dalam Negara Hukum Pancasila, sebagai suatu sistem khas Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila mengandung 5 (lima) karakteristik, yaitu (1). Negara Hukum Pancasila berasas kekeluargaan, mengakui hak-hak individu tapi dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional; (2). berkepastian hukum dan berkeadilan; (3). berlandaskan nilai-nilai keagamaan; (4). memadukan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan hukum sebagai cerminan budaya masyarakat; (5). basis pembentukan hukum mestilah pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. 
Untuk dapat mewujudkan Negara Hukum Indonesia bercita hukum Pancasila, salah satu yang penting dilakukan ialah mengarahkan penegakan hukum secara berkeadilan, termasuk agar hukum lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Konstitusionalisasi HAM dalam UUD 1945 meniscayakan agar hukum tampil dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. 
Secara konseptual paradigmatik, prinsip negara hukum sudah sangat kuat di dalam UUD 1945, maupun dalam berbagai undang-undang negara. Persoalan yang terjadi sekarang lebih terletak pada level implementasi, yakni ada inkonsistensi dan kegamangan dalam menegakkan prinsip-prinsip itu. Maka dari itu, hal yang mutlak dilakukan adalah penegakan hukum yang dilakukan tanpa pandang bulu. Saya menyebut hukum harus menjadi panglima. Problem-problem sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya dapat dituntaskan manakala hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. 
Mengapa hukum menjadi panglima? Ada dua alasan. Pertama, hukum adalah tempat nilai-nilai kebajikan bersemayam. Hukum harus dipahami tidak hanya secara formal sebagai produk lembaga yang berwenang, atau yang sering dikatakan sebagai perintah penguasa. Hukum harus dipahami sebagai tempat bersemayam nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan luhur, yang diperlukan dalam menata kehidupan bermasyarakat. Kedua, walaupun hukum berfungsi sebagai pemberi dasar keabsahan kekuasaan dan tindakan penguasa, akan tetapi kekuasaan dan tindakan tersebut bukan tak terbatas. Hukum juga merupakan pembatas atas kekuasaan itu sendiri. Dengan sendirinya pada saat kekuasaan dijalankan bertentangan dengan nilai dan tujuan hukum, atau melebihi kekuasaan yang diberikan, atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan yang digariskan, maka kekuasaan itu sesungguhnya telah berlawanan dengan hukum dan secara substansial telah kehilangan legalitasnya.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita pahami bersama, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat beradab. Hukum diciptakan agar anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan tindakan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama. Atau sebaliknya, agar tidak melakukan tindakan yang merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena keadilan tercederai. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran haruslah mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Dalam konteks ini, tegaknya keadilan merupakan dasar dari keutuhan dan ketahanan suatu bangsa, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Pada saat keadilan tidak dapat ditegakkan, ikatan sebagai bangsa boleh jadi luruh dan mengendur. Inilah konsekuensi dari ketidakadilan. Adalah benar bahwa keadilan memang merupakan konsepsi abstrak. Namun, dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karenanya, keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. 

Di sisi lain, hukum juga digunakan untuk memperoleh manfaat tertentu dalam kehidupan bernegara. Hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan perilaku warga negara dan pelaksanaan penyelenggaraan negara mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama. Di sinilah hukum difungsikan as a tool of social engineering. Dalam konteks hukum nasional, hukum harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan-tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Mari kita jadikan keadaan saat ini sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Realitas sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang saat ini terkesan menghambat jalan mewujudkan Negara Hukum Pancasila, tidak boleh membuat beringsut. Upaya menegakkan Negara Hukum Pancasila akan selalu beriringan dengan perjuangan menegakkan hukum dan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani. Sebab bagaimanapun, Negara Hukum Pancasila dirumuskan dan disepakati untuk mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai ujung harapan kita.
Untuk itu, mari kita jaga harmoni keberagaman kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tak perlu diragukan lagi, Pancasila sudah sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang bhinneka. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itulah, kita dapat menjumpai “ruang” bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral. 

Terakhir, mari kita tunaikan bersama pesan konstitusional Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, semangat untuk menghormati perbedaan sebagaimana yang dikandung Pancasila dan UUD 1945, mestinya membuat kita sadar bahwa perbedaan tidak layak dirisaukan. Justru dengan perbedaan, kita merasa niscaya untuk terus bergandengan tangan, bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Karena senyatanya, selain p merupakan dasar pijak kekokohan negara bangsa ini, perbedaan itu indah adanya dan telah menjadi sumber kekuatan kita sebagai bangsa.
Sekian  
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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